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ABSTRAK

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Badan Pendaptan Daerah
Kabupaten Langkat

Putri Syafira Erwina
Program Studi Akuntansi

Redlisas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BAPENDA Langkat pada
tahun 2017 sampai dengan 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan itu enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem
pengendalian intern penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat. Pendekatan
penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode purposive sampling
pada Teknik pengambilan sampel, penelitian ini dilakukan dengan data yang
diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat berupa data target
dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan
Kabupaten Langkat yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan
dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan
data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder
berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa sistem pengendalian intern Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat sudah efektif dan sudah mengacu pada unsur — unsur System
Pengendalian Intern Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60
Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah. Namun terkadang
masih terjadi hal kendala jaringan yang dapat menghambat operasional kantor.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
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ABSTRACK

Analysis of the Internal Control System for Land and Building Tax of Rural
and Urbans Area (PPB-P2) at the Regional Revenue Agency of Langkat
Regency

Putri Syafira Erwina
Departement of Accounting

Realization of Land and Building Tax receipts at BAPENDA Langkat in 2017 to
2019 has not yet reached the set target. With that, this research aims to identify
and analyze the system internal control of Land and Building Tax receipts in the
Rural and Urban Sector at the Regional Revenue Agency of Langkat Regency.
This research approach is descriptive using purposive sampling method in
sampling technique, this research was conducted with data received from the
Regional Revenue Agency of Langkat Regency in the form of target data and
realization of land and building tax revenue in rural and urban sectors of Langkat
Regency which is clear enough to analyze and compare with existing theory. The
research data is in the form of primary data and secondary data. Where primary
data is conducted by interview, and secondary data is in the form of targets and
realization of land and building tax revenues. The results of the study indicate
that the internal control system of the Regional Revenue Agency of Langkat
Regency has been effective and has referred to the elements of the Government's
Internal Control System and is in accordance with Government Regulation No. 60
of 2008 concerning the government's internal control system. However,
sometimes there are still network problems that can hinder office operations.

Keywords: Internal Control System, Land and Building Tax of Rural and
Urbans Areas (PBB-P2)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu
memerlukan dana untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya terdapat beberapa sumber
yang dapat dijadikan selaku upaya buat pemenuhan kebutuhan tersebut, salah
satunya ialah pajak. Pagjak ialah salah satu sumber penerimaan negara yang
peranannya sangat penting bagi peningkatan pembangunan nasional untuk
meningkatkan kemakmumuran dan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2018)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgjakan juga menjelaskan definis pajak sebagai
kontribus wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah sebagal pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan
kewenangan kepada setigp daerah untuk mengatur dan  mewujudkan
perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan mampu mandiri dalam menghidupi
dan menyediakan dana guna membiayal kegiatan ekonominya masing-masing.
Daam rangka penergpan fungs kewenangan pemerintah dalam bentuk
pelaksanaan fiskal, setiap daerah baik itu provinsi, kota maupun kabupaten harus
dapat menggali potenss dan mengidentifikasi sumber-sumber keuangan.
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah pembangunan

didaerahnya masing-masing melalui Pendapatan Adli Daerah (PAD).



Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pagak
daerah, retribus daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah. Dimana pajak daerah merupakan penyumbang
terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Langkat yaitu sebesar
41,8%.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan pagjak daerah terbagi
menjadi 2 (dua) jenis yaitu, Pajak Daerah tingkat Provinsi, seperti Pgak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pgjak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. sedangkan Pajak
Daerah tingkat Kabupaten seperti Pgjak Hotel, Pajak Restoran, Pgjak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pgjak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pgak Sarang Burung Walet, Pgjak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Untuk bisa melayani kebutuhan penduduk daerah, maka daerah perlu diberi
kewenangan baik dalam periha politik pemerintahan ataupun dalam perihal
keuangan (financial) guna membiayai kegiatan- kegiatannya. Keuangan daerah
berhubungan erat dengan hak serta kewajiban daerah terpaut dengan penerimaan,
pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang kepunyaan wilayah, yang diawali
dari perencanaan, penerapan serta pertanggung jawaban.

Salah satu jenis pagak daerah yang dipersetujui  untuk dilakukan
pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten/K ota daerah adalah Pgjak Bumi dan
Bangunan. Segiak tahun 2011 penarikan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB)
dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010,



Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pgjak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagal Pajak Daerah.. Pgjak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pgjak atas bumi dan /
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan. Pemerintah Kota setigp tahunnya mempunyai
target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaga sumber
pendapatan daerah, tetapi terkadang target yang telah ditetapkan belum terealisas
dengan sempurna.

Untuk dapat menghasilakan Realisasi Anggaran yang relevan, handal dan
akurat serta dipercya pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem
yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisas
anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk
pembuatan keputusan. Menurut Mardiasmo (2013) bahwa “ Pengendalian adalah
mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin
dilaksanakannya sistem dan kebijakan mangjemen sehingga tujuan organisasi
dapat tercapai”. Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi apabila
sistem pengendalian pemerintah daerah yang baik dapat mendukung pel aksanaan
pencatatan dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian intern
yang handal dapat menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu
pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik
juga dan untuk menjaga penerimaan bahkan dapat melebihi target. Adapun target
dan Realisas penerimaan pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P) Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :



Tabd 1.1. Target dan Realisas PBB-P2
Kabupaten Langkat Tahun 2016- 2020

Tahun Target Realisasi
2016 Rp.13.457.000.000,00 Rp.14.326.731.071,00
2017 Rp.15.000.000.000,00 Rp.14.950.926.995.00
2018 Rp.17.000.000.000,00 Rp.15.885.456.568,00
2019 Rp.20.000.000.000,00 Rp.18.120.522.563,00
2020 Rp.20.000.000.000,00 Rp.20.546.919.001,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, diketahui realisasi penerimaan pajak bumi
dan bangunan tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2017
§/d 2019 mengalami penurunan, dan kembali melebihi target di tahun 2020.
Untuk itu dalam penerimaannya diperlukan system pengendalian intern yang
perlu ditingkatkan guna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang
dapat terjadi.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 “ Sistem Pengendalian Intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang - undangan”. Dalam lingkungan pengendalian yang terdapat dalam PP
No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab I1; Pasal 11
1 huruf ayat untuk memberikan keyakinan yang memada atas ketaatan,
kehematan, efisiens, dan efektifitas pencapaian tujuan penyel enggaraan tugas dan
fungs instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasannya

instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas penerimaan ini



ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan instans terkait tidak melakukan
pengendalian intern dengan baik. Sistem pengendalian intern pajak bumi dan
bangunan ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang
baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan
terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Oleh sebab itu
pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan
pajak bumi dan Bangunan yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat
diperlukan dalam kegiatan penerimaan pagak bumi dan bangunan untuk
meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian
intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber
daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
Mengenai aspek research gap, penelitian terdahulu mengenai system
pengendalian intern pajak bumi dan bangunan (PBB) menarik untuk diteliti sebab
ada perbandingan hasil yang ditunjukkan oleh penelitain terdahulu. Penelitian
terdahulu tentang system pengendalian intern Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB)
memiliki hubungan yang positif dan negative. Penelitian yang menemukaan
pengaruh negative yaitu penelitian Evita Sari yang berjudc! “ Analisis L:fektivitas
Pengendaliam Intern Penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan
Pengelola Pagjak dan Retribusi Daerah Kota Medan ” dengan hasil system
pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola
Pgak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan denagn baik, dimana
masih adanya unsur-unsur system pengendalian intern yang belum berjalan
dengan optimal. Factor yang menyebabkan belum tercapainya pajak bumi dan

bangunan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang



paaknya. Adapun penelitian yang menunjukkan pengaruh positif  system
pengendalian intern Pgjak Bumi dan Banguanan yaitu penelitian (Melti, 2014)
yang berjudul “ Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ” dengan hasil
pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah sudah cukup baik
begitu juga dari segi pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan sudah
memperlihatkan system pengendalian intern yang baik.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern dalam proses penerimaan
pajak bumi dan Bangunan maka penulis tertalik melakukan penelitian dengan
judul * Analisis Sitem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P) Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten L angkat “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan
yang peneliti mengidentifikasi masalah adalah “ adanya realisasi Pgjak Bumi dan
Bangunan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 5/d
2019".

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan
yang peneliti rumuskan adalah “ Bagaimanakah system pengendalian intern Pgjak
Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ? “

1.4 Batasan Masalah
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar

penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam



penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “ Sistem pengendalian
intern pada penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2016 s/d 2020 pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat “.
1.5 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, maka tujuan
dari pendlitian ini adalah “ Untuk mengetahui system pengendalian intern
penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat “.
1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai
system pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Menambah literatur
mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UM SU, khususnya Akuntansi.

2. Bagi penulis, menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan,
terutama yang berkaitan dengan system pengendalian intern penerimaan
pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi pemerintah agar dapat menjadikan pedoman dan masukan khususnya
dalam system pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk
penelitian lain tentang analisis system pengendalian intern penerimaan

pajak bumi dan bangunan.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pajak Daerah
2.1.1.1.Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangannya Pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Pgak
Pusat dan Pgjak Daerah. Pgjak daerah ialah pagjak yang dikelola oleh pemerintah
daerah baik dari Provinsg maupun Kabupaten/Kota yang digunakan untuk
menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil dari pendapatan pajak
tersebut masuk dalam APBD.

Pajak Daerah merupakan iuran yang dikenakan kepada rakyat untuk masuk
ke kas Negara atau peralihan kekayaan Negara dari sektor partikelir kepada sektor
Pemerintah dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung ditunjuk dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Halim, 2014).

Dari definis di atas dapat disimpulkan bahwa pgjak setidaknya mengandung
beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana
pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestas
atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk,
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah.
2.1.1.2.Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut (Putra, 2018) ciri-ciri pajak daerah antaralain :

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkam kekuatan perundang-undangan.



2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut
peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.

3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana
dan denda).

4. Tidak terdapat hubungan langsung anata pembayaran pagjak daerah dengan
imbalan/bal as jasa secara perseorangan.

5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

2.1.1.3.Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan mengena pajak daerah mengalami beberapa kali

perubahan. Peraturan perundangan di bidang pagjak daerah antaralain UU No. 11

Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pgjak Daerah, UU No0.18 Tahun 1997

tentang Pagjak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi

Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribus Daerah menggantikan UU No. 34

Tahun 2000.

2.1.1.4.Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak daerah terbagi tingkat daerah Provins dan

Kabupaten/kota memiliki jenis yang berbeda yaitu:

a. Jenis Pgjak Provinsi terdiri atas:
1. Pgak Kendaraan Bermotor, Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor
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2. Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Pgjak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jua beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pgjak atas penggunaan bahan
bakar kendaraan bermotor.

4. Pgjak Air Permukaan, Pgjak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah,tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun
di darat.

5. Pgjak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Jenis Pajak kabupaten/kotaterdiri dari:

1. Pgak Hotel, Pgjak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh)

2. Pgjak Restoran, Pgjak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran,yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sgenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pgak Hiburan, Pgak Hiburan adalah paak atas penyelenggaraan

hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
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dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pgjak Reklame, Pgjak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pgjak Penerangan Jalan, Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pgak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pagak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber aam
didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

7. Pgjak Parkir, Pagjak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagal suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor

8. Pgjak Air Tanah, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

9. Pgjak Sarang Burung Walet, Pajak atas kegiatan pengambilan, dan/atau
pengusahaan sarang burung wal et

10. Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

11. BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pgjak atas perolehan hak
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atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau
Badan
2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2.1.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)

Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Daam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 04 Tahun 2012 Bab |
Pasal 1 ada beberapa pengertian terkait Pgak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdsaan dan Perkotaan yang perlu diketahui yaitu:

1. Bumi adalah permukaan yang meliputi Tanah dan Perairan Pedalaman

serta laut wilayah kabupaten.

2. Bangunan adalah kontruksi yang ditanam atau dilekatkan secara
bertahap pada tanah dan/atau perairan Pedalaman dan/atau laut.

3. Pgak Bumi dan Bangunan adalah Pagjak atas Bumi dan/atau Bangunan
yang dipungut atas pemilikian/penguasaan dan atau pemanfaatan Bumi
dan atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.

4. Pgak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan adalah Objek PBB yang
berada suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan, seperti: sawah,

ladang, empang tradisional, dan lain-lain.
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5. Pgjak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan adalah Objek PBB dalam
suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perkotaan, seperti: pemukiman
penduduk, yang memiliki fasilitas perkotaan, rea state, komplek
perkotaan, industri, perdagangan, dan lain-lain.

6. Paak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah objek pajak yang meliputi kawasan pertanian,
perladanngan, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek
khusus Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaks jua beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamanatidak terdapat transaks jual beli ditentukan
memalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau Nilai
Perolehan Baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengangganti.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
objek pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

9. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang selanjutnya disebut SPPT adalah
surat yang digunakan oleh Bupati atau Pegjabat yang ditunjuk untuk
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak

2.1.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012

pasal 2 objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang



14

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian
bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks bangunan tersebut.

2. Jalantol.

3. Kolam renang.

4. Pagar mewah.

5. Tempat olahraga.

6. Galangan kapal, dermaga.

7. Taman mewah.

8. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

9. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek pagjak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan.

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, social, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sgenis dengan

itu.
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4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka aam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tnah negara
yang belum dibebani suatu hak.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang di
tetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.3.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 pasal 3:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai
dan memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Wgjib Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi
dan/atau memperoleh atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

2124.Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pgak (NJOP). NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transasksi jual beli yang secara wajar,
dan bilamanatidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang segenis yaitu suatu
pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
membandingkannya dengan objek lain yang sgenis yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui hargajualnya.



16

2. Nilai perolehan baru yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual
suatu objek paak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik
objek tersebut.

3. Nilai Jual Objek Pagjak pengganti yaitu suatu pendekatan / metode
penentuan nilai jual suatu objek paak yang berdasarkan pada hasil
produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek
paak tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan
NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati atau walikota masing-masing
daerah.

Nilai Jual Objek Pgjak Tidak Kena Pajak merupakan suatu batas NJOP
dimana wajib pgak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah jika wajib pajak
memiliki objek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak
tersebut dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. Selain itu, untuk wajib pajak yang
memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP maka perhitungan NJOP
sebagal dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu
mengurangkan NJOP dengan NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah
Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,-dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Setiap Wajib Pgak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu

kali dalam satu Tahun Pajak.
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2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pagak
lainnya.Dan untuk besarnya NJOPTKP Kabupaten Langkat ditetapkan
sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak.

2.1.25.Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah menyebutkan dalam pasal 80 bahwa tarif Pgak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tarif pajak
yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat No 4 Tahun 2012 Tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan tarif PBB-P2 ditetapkan sebagal berikut :

1. Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan dibawah Rp.1.000.000.000,- tarifnya ditetapkan sebesar 0,1%.

2. Nilai jua objek paak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan diatas Rp.1.000.000.000,- tarifnya ditetapkan sebesar 0,2%.

2.1.2.6.Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 pasal

12, pembayaran dan penyetoran PBB sector perdesaan dan perkotaan terutang
dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat
6 bulan sgak diterimanya Surat Pemberitauan Pgjak Terutang (SPPT). Apabila

pembayarn pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus disetor ke



18

kas daerah paling lama 7 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pgjak Daerah (STPD) apabila pajak
dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan wajib pajak dikenakan sanksi
administrative berupa bunga atau denda.

Surat Ketatapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemeberitahua Pgjak Terutang
(SPPT) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih
memalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Bentuk , is dan tata cara
penyampaian (STPD) berdasarkan oleh Bupati berpedoman dengan keputusan
Menteri dalam negeri.

2.1.3. Sistem Pengendalian Intern
2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

(Romney, M. B., Steinbart, 2014) mendefiniskan pengendalian intern
(internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan
untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong
dan memperbaiki efesiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian
dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Mulyadi, 2012) “pengendalian intern meliputi struktur organisasi,
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinaskan untuk menjaga kekayaan
organisasi. Mengecek Kketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan mangemen”.

Menurut (Mardiasmo, 2013) bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang
dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya

sistem dan kebijakan managjemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”.
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Sistem pengendalian internal bukan suatu kejadian atau keadaan yang sesaat
dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup
seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan wajar
bahwa tujuan akan tercapai. Tindakan-tindakan ini melingkupi cara mangemen
dan personel dalam menjaankan kegiatannya. Konsep dasar tersebut memberikan
prinsip umum yang harus diperhatikan dalam penerapan system pengendalian
Intern pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 “ Proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan”.
2.1.3.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern memiliki 5 unsur tertegritasi, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan
pemantauan. Kelima unsur ini memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan
organisasi secara berkualitas sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik
Indonesa Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern
pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai
berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting yang
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mempengaruhi unsur-unsur lainya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan
memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP
lainya.

Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat
soft control dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaan
dan efektifitas diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai dibandingkan
dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan
instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam
lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai
berikut:

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.

2. Komitmen terhadap kompetens.

3. Kepemimpinan yang kondusif.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia.

7. Perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern  pemerintah

yang efektif,dan

8. Hubungan atas penilaan resko kerja yang bak dengan

Instansi Pemerintah terkait.
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2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian
internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagi suatu kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi
tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat
mendatangkan risko. Oleh karena itu sehubungan dengan resiko yang
dihadapinya, pimpinan instansi harus melakukan penilaian terhadap risiko yang
dihadapinya.

Penilain resiko sendiri didefinisikan dalam peraturan pemerintah tersebut
sebagal kegiatan penialian atas kemungkinan keadian yang mengancam
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur peniaian risiko
dijabarkan kedalam dua sub unsur, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Identifikas risiko sebagai mana dimaksud sekurang kurangnya dilaksanakan
dengan:

1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,

2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari

faktor eksternal dan factor internal

3) Menilai faktor lain yang dapat menigkatkan resiko.

2. Andisisrisiko
Analisis risko yang dimaksud disini yaitu menentukan dampak dari risiko

yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
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3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi
risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan
bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan
tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operas,
laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undagan serta
pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan dengan salah
satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling berhubungan,
tergantung lingkungannya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendaliana
internal pemerintah menjabarkan unsur kegiatan pengendalian ke dalam sebelas
sub unsur, yaitu :

1) Reviu atas kinerjainstansi pemerintah yang bersangkutan.

2) Pembinaan sumber daya manusia.

3) Pengendalian atas pengolahan sistem informasi.

4) Pengendalian fisik atas asset.

5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.

6) Pemisahan fungsi.

7) Otorisas atas traansaksi dan kejadian penting.

8) Pencataan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

9) Pembatasan akses sumber daya dan pencatatanya.

10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi

dan kejadian penting.
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3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Informasi dan komunikas adalah proses pengumpulan dan pertukaran
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan
kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikas mempengaruhi
kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam
mengendalikan kegiatan instans dan untuk menyajikan laporan yang dapat
diandalkan.

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi
kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk
pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya, sehubungan dengan
pengendalian internal. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang
sistem pengendalian interna pemerintah menjabarkan unsur informas dan
komunikas ke dalam dua sub unsur, yaitu:

1) Sarana komunikass maksudnya menyediakan memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana komunikasi.

2) Mangemen sistem informasi maksudnya mengelola, mengembangkan,
dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

4. Pemantauan (Monitoring)
Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan

mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu  memantau
pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti
yang diharapkan dan apakah diperlakukan perbaikan atau perubahan karena
berubahnya kondisi lingkungan.

Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau instansi

pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60
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tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke dalam tiga
sub unsur, yaitu :
1) Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan  berkelanjutan  diselenggarakan melalui  kegiatan
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain
yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2) Evaluas terpisah
Evaluas terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
3) Tindak lanjut
Tindak lanjut rekomendas hasil audit dan reviu lainya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
2.1.3.3.Tujuan Pengendalian Intern
Menurut (Mulyadi, 2012) Mangemen merancang sistem pengendalian
intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini :
1. Menjaga harta kekayaan perusahaan
Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat
mengantisifasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisiennya, dan
penyalah gunaan terhadap aktiva perusahaan.
2. Mengecek keakuratan data akuntansi
Keandalan data/ informasi akuntansi digunakan oleh mangjemen dalam

pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.
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3. Mendorong efesiens

Kebijakan Perusahaan mampu memberikan manfaat dengan memantau
setigp pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil sebaik-
baiknya.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem
pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi
oleh seluruh karyawan.

Sistem pengendalian interna sesuai dengan tujuan di atas
mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat
peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampa seluruh
pegawai ketika SPI dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu
tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian
negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan dengan
misalnya melaui laporan keuangan yang mendapat predikat Wajar Tanpa
Pengecualian.

2.1.3.4.Peran Penting Pengendalian Intern
Dalam sebuah system pengendalian internal itu mempunya peran
penting diantaranya :
1. Membantu mangemen dalam mengendalikan dan memastikan

keberhasilan kegiatan organisasi.
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2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan
keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya
kesalahan dan kecurangan.

3. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas.

4. Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit.

2.1.3.5.Efektivitas Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan
yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian sistem
pengendalian internal penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif adalah :

a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, untuk mendapatkan seorang
karyawan yang kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik,
memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.

b. Tugas pertanggungjawaban, semua tugas’kewagjiban telah didefinisikan
dengan jelas dan ditugaskan pada masing - masing individu yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.

c. Memberikan kekuasaan yang tepat, suatu organisasi biasanya mempunyai
sekumpulan aturan - aturan tertulis yang memuat prosedur — prosedur
pengesahan setigp penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan
membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.

d. Pemisahan tugas, konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal
akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan

ketepatan bagi catatan — catatan.
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Suatu pengendalian internal berjalan efektif dan efisien maka ada beberapa

unsur pengendalian yang harus dilakukan. Adapun unsure - unsur sistem

pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Pendliti Judul Model Hasil
Penélitian

1 (Nur Fadillah | Andisis Sistem | Deskriptif |Sistem Pengendalian Intern
dan Sakdiah | Pengendalian Intern Pemungutan Pgjak Bumi dan
Bancin,2020) Pemungutan  Pgjak Bangunan pada Badan Pengelola
Jurnal Bumi dan Bangunan Pgjak dan Retribusi Daerah Kota
Pembangunan Sebagai Upaya Medan cukup baik.
Perkotaan, Vol 8 | Peningkatan SistemPengendalian Intern
No.1 Pendapatan Daerah Pemungutan Pagjak Bumi dan

KotaMedan Bangunan Sebagai Upaya
Peningkatan Pendapatan Daerah
Kota Medan masih katagori sedang
hal ini sistem pengendalian intern
pemungutan pagjak bumi dan
bangunan belum dijalankan dengan
baik sehingga realisasi pajak bumi
dan bangunan belum efektif dan
belum mencapai target yang telah
ditentukan.

2 | (Priska Claudya | Andlisis Sistem | Deskriptif | Sistem pengendalian intern
Homenta  dan | Pengendalian Intern | Kualititatif | penerimaan pajak daerah pada
Dhullo, 2015) Penerimaan  Pajak Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Jurnal  EMBA, | Daerah Di Keuangan dan Aset Daerah
Vol 3No.3 Kabupaten (DPPKAD) di Kabupaten

Halmahera Utara Halmahera Utara telah memadai

sesuai dengan peraturan
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pemerintah RI No.60 Tahun 2008
tentang system pengendalian intern
Pemerintah kecuali untuk
lingkungan pengendalian masih

perlu diperhatikan.

3 | (Hafsah,2017) Efektivitas Deskriptif | Efektivitas pengendalian intern
Jurnal Akuntansi | Pengendalian Intern penerimaan pajak bumi dan
dan Bisnis,1-13 Penerimaan  Pgjak bangunan pada badan pengelola

Bumi Bangunan pajak dan retribusi daerah kota
pada Badan Medan mengalami  penurunan
Pengelola Pgjak dan dengan hasil penerimaan belum
Retribusi Daerah tercapai efektif.

Kota medan

4 | (Médti, 2014) | Andlisis Sistem | Deskriptif | hasil pemungutan pajak bumi dan
Jurnal  Fakultas | Pengendalian Intern bangunan di kecamatan Rambah
Ekonomi Pemungutan Pgjak sudah cukup baik begitu juga dari

Universitas Pasir

Pengaraian

Bumi dan Bangunan
Di Kecamatan
Rambah Kabupaten
Rokan Hulu

Ssegi pembayaran dan penagihan
pajak bumi dan bangunan sudah
memperlihatkan system

pengendalian intern yang baik.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah obyek

yang digunakan penulis bertempat di Kabupaten Langkat, perbedaan selanjutnya

adalah penulis ingin mencari tahu bagaimana system pengendalian Intern

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten

Langkat.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk

membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pgjak Bumi dan Bangunan

(PBB).Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak yang

diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Adli Daerah

(PAD) di suatu wilayah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang
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sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai,
dengan adanya pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan
dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara
normal. System penegndalian intern dapat berjalan efektif dan efisien apabila
suatu instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No0.60
Tahun 2008.

Adapun kerangka konseptual penulis sebagai landasan berpikir dalam

membuat proposal penelitian ini ialah sebagai berikut:

BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

|

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN
R AKTILlTAS PEMANTAUAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
PENILAIAN INFORMASI DAN
RESIKO KOMUNIKASI
EFEKTIVITAS
Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Pendlitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan
karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan,
yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang
suatu keadaan secara objektif. Penetlitian deskriptif ditujukan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan dari fenomenafenomena yang terjadi
sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaaan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Langkat.
3.2. Definisi Operasional
Definisi operasional variable digunakan untuk melihat sgjauh mana variasi-
variasi pada satu atau lebih factor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan
juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pgak Bumi dan Bangunan

Pgak Bumi dan Bangunan adalah salah satu unsur dari pendapatan

adearah, yang pendapatan berasal dari penerimaan atas kewagjiban warga

negara untuk mendirikan suatu bangunan atau tempat tinggal di wilayah

Indonesia.
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2. Pengendalian Intern
Pengendalian Intern adalah internal control yang berada dibawah strategi
yang berda dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk
menjamin bahwa strategi dijlankan secara baik, sehingga tujuan organisasi
dapat tercapai.
3. Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana
dapat dicapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka semakin
efektif pula kegiatan tersebut.
3.3.Tempat dan Waktu Pendlitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.1B Kwala Bingai Stabat.
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini dimulal dari bulan Februari 2021 sampai
Mel 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.
Waktu Pendlitian

Bulan Pelaksanaan 2021

Jadwal kegiatan Feb Mar Apr Mei Juli

1.Pengajuan judul

2.Pembuatan
Proposal

3. Bimbingan
Proposal

4. Seminar Proposal

5. Pengumpulan Data

6. Bimbingan Skripsi
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3.4.Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelgjari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka
waktu yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) pada BAPENDA Kab.Langkat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah
Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau
kriteria tertentu. Dalam penentuan menggunakan Purposive Sampling maka
ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti, beberapa
kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020).
3.5.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang
cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat
akan diperoleh data yang tepat, relevan dan akurat, sehingga tujuan penelitian
dapat tercapai. Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini
yaitu:

1. Dokumentasi
Metode ini di lakukan dengan cara mempelgjari dokumen, bukti-bukti atau

catatan yng berhubungan dengan objek penelitian di tunjukan pada dokumen-
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dokumen yang berhubungan dengan data yang di perlukan, pengumpulan data
dokumentasi mengunakan alat tulis manual maupun el ektronik.
2. Wawancara
Metode ini di lakukan dengn caratanya jawab secaralangsung dengan pihak

objek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yg di teliti, Tanya
jawab yang di lakukan oleh pegawai.
3. Observas

Melakukan observas secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang
ditemukan dilapangan, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan atau
melihat dari kejadian yang dicatat dan didokumentasikan sebagai penelitian.
3.6.Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu
metode nalisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan
data yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang
ada, kemudian menganalisis dan menginterprestasikan data sehingga memberikan
suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan.
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern
pajak bumi dan bangunan berdasarkan dari hasil wawancara dan
dokumentasi.

2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pagjak Bumi dan
Bangunan, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian
intern yaitu:

1) Lingkungan pengendaian

2) Penilaianresiko
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3) aktivitas pengendalian

4) Informas dan komunikasi

5) Pemantauan

Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap
penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem
pengendalian intern pemungutan atas pgak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daer ah Kabupaten L angkat

Organisasi perangkat daerah dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai
faktor kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis,
jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sekaligus sarana dan prasarana
penunjang tugas. Dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007
tentang Organisas Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat. Dan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
No. 23 Tahun 2007.

Namun pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah No0.18 tahun
2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat No.6 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang struktur
organisasi perangkat daerah, dan nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
4.1.2.Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten L angkat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat di bidang pendapatan daerah. Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepal a daerah yakni Bupati.
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Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang
Kepala, yang membawahi 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang
Kepala Seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian.

2. Sekretariat yang membawahi:

1) Sub Bagian Umum
2) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang membawahi:
1) Seks Pendataan
2) Seks Perhitungan
3) Seksi Penetapan
3. Bidang Penagihan yang membawahi:
1) Seksi Penagihan Pajak
2) Seks Penagihan Retribusi
3) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan yang membawahi:
1) Seks Perencanaan
2) Seks Pengendalian Operasional
3) Seksi Pembukuan Dan Pelaporan.

Disamping jabatan struktural di atas dalam usaha untuk mengoptimalkan
penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, maka dibentuk 20
orang Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Tugas dan Fungss Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasa 4

tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan
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Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan,

organisasi, tugas dan fungs serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.

2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.

3) Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.

4) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

4.1.3.Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun

rumus rasio efektivitas penerimaan Pagjak Bumi dan Bangunan adalah sebagai

berikut :
.o _ realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
Efektivitas = target penerimaan pajak bumi dan bangunan x 100%
Tabel 4.1. Target dan Realisasi PBB-P2
Kabupaten Langkat Tahun 2016- 2020
Tahun Target Redlisas Presentasi (%)
2016 Rp.13.457.000.000,00 Rp.14.326.731.071,00 106,46%
2017 Rp.15.000.000.000,00 Rp.14.950.926.995.00 99,67%
2018 Rp.17.000.000.000,00 Rp.15.885.456.568,00 93,44%
2019 Rp.20.000.000.000,00 Rp.18.120.522.563,00 90,60%
2020 Rp.20.000.000.000,00 Rp.20.546.919.001,00 102,73%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Bedasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 penerimaan

pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan melebihi target yang
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telah ditetapkan dengan presentasi 106,46%, dan dari tahu 2017 sampai dengan
tahun 2019 mengalami penurunan secara terus menerus. Dan kembali dapat
melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020. Pada data diatas terlihat target
yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun pada tahun 2020
target yang ditetapkan sama dengan tahun 2019 setelah dalam tiga tahun terakhir
tidak mencapai yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian hasil diatas maka diketahui penerimaan pajak bumi dan
bangunan sector perdesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa pencapaian
realisasi belum mencapai target namun telah menunjukkan tingkat yang efektive.

Keadaan ini menggambarkan perusahaan atau instansi dalam melakukan
system pengendalian intern pada pelaksanaan pemungutan dalam penerimaan
pajak bumi dan bangunan telah berjalan dengan baik dan efektive yang secara
tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hal ini terjadi karena prosedur system pengendalian intern yang berjalan
dengan baik yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan. Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat telah menerapkan pengendalian yang baik dari
pel aksanannya.

Menurut (Mardiasmo, 2013) yang menyatakan bahwa untuk efektivitas
adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
Dengan semakin tinggi rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sector
Perdesaan dan Perkotaan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang
semakin efektif.
4.1.4.Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan

Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten L angkat
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Pengendalian Intern yang merupakan suatu proses integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern dalam setiap
organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja
organisasi, tanpa terkecuali organisas pemerintah. Instans pemerintah juga
dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungs sebagai alat untuk
mengelola organisasi secara efektif dalam mencapal tujuannya. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di  lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk
pemungutan Pagjak bumi dan Banguna sector Pedesaan dan Perkotaan Badan
Pendaptan Daerah Kabupaten Langkat menerapkan satu sistem sgja yaitu official
Assesment system dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah
untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector
Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten langkat adalah
sebagal berikut:

1) Dokumen yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus
diotorisasai oleh Kepala Badan, dokumen-dokumen tersebut antaralain :

1. Surat Pemberitahuan Pgak Terutang (SPPT) : adalah surat yang

digunakan bupati atau pegabat yang ditunjutk untuk memberitahukan

besarnya pgak terutang kepada wajib pajak.
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Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) : adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak
menurut peraturan daerah ini.

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau tempat lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2) Fungs yang terkait dalan melakukan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat dibagi

menjadi empat seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda-

beda, bagian yang terkait tersebut antaralain :

1

4,

Seks penetapan : seksi bertugas melaksanakan penerbitan ketetapan
pajak dan retribusi daerah serta mendistribusikannya ke wajib pajak.
Seks Pendataan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan
pendataan terhadap Wajib Pajak.

Seks Penagihan Pgjak: seksi ini bertugas melalsanakan penagihan
paak daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani
keberatan dan perbandingan.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan

pembukuan, pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari

pemungutan dan pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah serta
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menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan

pendapatan daerah.

Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat terdapat
struktur organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada
unit-unit organisas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan instansi. Dalam
aktivitas operasiona di BAPENDA tentunya mempunyai prosedur, dimana
prosedur merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan
kegiatan dan perusahaan atau instansi. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat prosedur pendaftaran, pendataan , penilaian objek dan subjek Pajak Bumi
dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan dengan prosedur adalah sebagai
berikut:

1.  Wagjib pajak (WP) mengambil formular Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak loket
pelayanan.

2. Wajib pajak mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan benar serta
menandatangani dengan mencantumkan nama yang jelas.

3. Wagib pgak mendaftarkan permohonan pendaftaran objek pajak baru
dengan kelengkapannya melalui petugas pelayanan PBB-P2.

4. Petugas pelayanan PBB menerima permohonan dan kelengkapan
pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.

5.  Bilaberkas permohonan pendaftaran :

a. Belum lengkap, berkas permohonan pendaftaran dikembalikan

kepada wajib pajak untuk dilengkapi.
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b. Sudah lengkap, akan dicetak bukti penyerahan surat dan lembar
pengawasan.

Bukti penyerahan surat diserahkan kepada wajib pajak.

Kemudian petugas pelayanan PBB menyerahkan kepada petugas

pelayanan untuk dilakukan pencatatan dokumen.

Petugas pelayanan PBB menyerahkan berkas kepada petugas

pendataan dan penilaian.

Petugas pendataan dan penilaian menilite dan menilai onjek dan

subjek pajak dilapangan disertai dokumentasi.

Petugas pendataan dan penilaian menandatangani bertita acara

pemeriksaan |apangan.

LSOP dan SPOP yang telah diteliti oleh betugas pendataan dan

penilaian ditandatangami kemudian diteruskan Kasubbid pendataan

dengan melampirkan uraian pemeriksaan berkas.

Kepala Kasubbid pendataan membubuhi paraf uraian pemeriksaan

berkas dan diteruskan ke Kepala Bidang pelayanan dan penetapan

untuk ditandatangani.

Kepala Bidang pelayanan dan penetapan menandatangani uraian

pemeriksaan berkas dan dikembalikan kepada petugas pendataan dan

penilaian untuk diteruskan kepada petugas pendataan dan penilaian

untuk diteruskan kepada operator consule.

OC melakukan perekaman data selanjutnya dokumen diserahkan

kepada petugas pelayanan.
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OC melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang
(SPPT).

OC menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD untuk diparaf.
Kasubbid pendataan menyerahkan SPPT kepada Kepala Bidang untuk
diparaf dan diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani.

Petugas mentausahakan SPPT dan menyampaikan ke petugas
pelayanan PBB untuk didistribusikan.

Petugas pelayanan PBB-P2 menyampaikan SPPT kepada WP dengan

mengunakan tanda terima.

4.1.5. Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Bumi

dan Bangunan Sector Pedesaan dan Perkotaan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan

Pajak Bumi Bangunan karena masih adanya wajib pgjak yang belum melunas

hutang pajaknya. Berdasarkan Hasil Wawancara dan pengumpulan data-data,

ditemukan masalah-masalah yang muncul dalam mencapai target Pgjak Bumi

Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Adapun masalah

tersebut antaralain ;

1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.

2) Kurangnya penyampaian kepada wajib pajak terhadap NJOP yang naik

setigp 3 tahun sekali

3) Adanya salah nama, alamat, dan luas pada SPPT sehingga wajib pajak tidak

mau membayar.

4) Di dalam SPPT PBB terdapat dua nama dalam satu SPPT.



5) Terdapat banyak objek pajak yang tidak diketahui karena pergantian kepala
desa baru.

6) Meningkatnya target yang ingin di capai menjadi faktor yang sangat
berpengaruh dalam tidak terealisasinya terget penerimaan PBB di
Kabupaten Langkat, penyebab dinaikannya target setiap tahun dikarnakan
terus selalu tercapainya target di tahun sebelumnya yakni di tahun 2016
membuat BAPENDA optimis untuk terus meningkatkan target dan
mengakibatkan tidak terealisasinya target yang di inginkan pada tahun
2017 sampai dengan tahun 2019.

4.2. Pembahasan
4.2.1.Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2)

System pengendalian intern dalam arti sempit merupakan pengecekan
suatau prosedur yang dibuat untuk mendeteks adanya kesalahan dan kecurangan.
Dan dalam arti luas system pengendalian intern tidak hanya meliputi pengecekan
tetapi juga sebagal aat-alat yang digunakan mangjemen untuk pengadakan
pengendalian tersebut. Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat sudah efektif, hal ini terlihat dari peneriman pajak
bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan yang selalu meningkat tiap
tahunnya dan beberapa unsur pengendalian intern yang sudah berjalan dengan
baik diantaranya:
4.2.1.1. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan intregrasi dan nilai etika
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Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabutaen Langkat sudah
cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala
dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja
yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetens yang dilakukan oleh Bapenda
Kabuten Langkat sudah cukup bak. Bapenda mengerahkan para
pegawainya untuk dapat bekerja secara professional dengan cara melakukan
bimbingan dan pelatihan terhadap para pegawainya dengan mengutus
beberapa pegawai yang berkompeten untuk melakukan studi di STAN
dalam mempelgjai ilmu bidang pajak bumi dan Bangunan.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

Kepala Dinas BAPENDA Kabupaten Langkat memberikan instruksi
mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur Kepala BAPENDA dalam
berpilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melaui
interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap
terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan
visi dan miss BAPENDA LANGKAT.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Daam Menjaankan fungsnya BAPENDA Langkat Menyusun
pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam
struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi
BAPENDA Langkat telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66

Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
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tata kerja BAPENDA Kabupaten Langkat, dengan mengacu pada peraturan
tersebut akan terlihat dengan kelas pembagian tugas dan wewenang dari
setigp fungsiona yang ada pada BAPENDA, sehingga pengendalian dapat
dilakukan dengan lebih memadai lagi BAPENDA Kabupaten Langkat.
5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Daam menjalankan fungsinya BAPENDA Langkat menyusun
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam
struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai
struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari
pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.
6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan

Sumber Daya Manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pengawai seperti adanya
diklat sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan
kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab
dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun belum
diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanyadinilai baik.

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa
pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan selurun pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisas melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
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terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada
perencanaan dan pel aksanaan anggaran.
7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Pihak BAPENDA dalam hal pencapain tujuannya dan penataan
keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal
yaitu Badan Pemeriksa K euangan.

8) Hubungan Atas Penilaian Resiko Kerja yang Baik dengan Instansi
Pemerintah Terkait.

Dalam hal ini pihak BAPENDA Kabupaten Langkat melakukan
hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

4.2.1.2. Penilaian Resiko

Identifikas dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian
tujuan yaitu bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini
hendaknya mengidentifikasi resko baik internal maupun eksternal untuk
kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian resiko, tujuan atau target
hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian resiko pada BAPENDA
Kabupaten Langkat dimulai pada penetapan tujuan yang ditetapkan oleh
BAPENDA vyaitu senantiasa tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi
daerah yang akuntabel dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan
Kabupaten Langkat. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi risiko untuk
mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dalam hal ini

BAPENDA Langkat mengenali risiko dari faktor eksternal yaitu wajib pajak yang
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tidak melaksanakan kewgjiban membayar pajak, faktor perekonomian, kenaikan
nilai harga pasar tanah dan bangunan, dan faktor internal yaitu kendala pada
jaringan untuk system online pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Y ang terakhir adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak
dari risko yang telah di identifikasi, daam hal ini BAPENDA Langkat
melakukan analisis resiko yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan
kepada pegawai, membuat laporan kinerja perusahaan atau instansi setiap tahun
sebagal masukan masukan dari berbagai pihak guna Iebih meningkatkan kinerja,
melakukan sosialisasi, mengundang Koordinator Camat setiap 23 kecamatan yang
ada setiap hari senin, namun dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dilakukan 1
sampai 2 kali pertemuan dalam satu bulan untuk melakukan rapat bersama.
4.2.1.3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang
membantu memberikan arahan mangemen telah dilaksanakan. Kegiatan
pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian
setigp tindakan yang dilakukan dalam sistem penerimaan Pgak Bumi dan
Bangunan.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat kegiatan
pengendaliannya dilaksanakan dalam bentuk; melakukan pembinaan sumber daya
manusia dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan formal kepada pegawai,
dalam sistem otorisas perusahaan atau instansi sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Standar operasional prosedur dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 yang

digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah sesuai
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dengan ketetapan aktivitas yang digambarkan pada flowchart sesuai dengan SOP
yang ada. Fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pelayanan pembayaran PBB-
P2, sudah jelasnya aur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungs yang
ada dalam pelayanan pembayaran PBB-P2.

Flowchart untuk prosedur pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan sector Pedesaan dan perkotaan yang berdasarkan dengan standar

operasional prosedur (SOP) adalah :
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Uraian Prosedur

Pelaksana
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pajak
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pembayaran PBB
kepada Bendahara
Penerimaann/Bank

£
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bukti pembayaran
PBB dari
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Penerimaan atau
Bank kepada
Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan
menerima bukti
setoran SSP-PBB
untuk di validasi
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Pelayanan,
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Pendataan & kabid
pelaynan &
pendataan

Kepala Badan
menandatangai
SSP-PBB sebagai
bukti bahwa setoran
BPHTB telah
diteliti / divalidas
oleh BAPENDA

Petugas pelayanan
PBB

menyampaikan
SSP-PBB yang
telah selesai
divalidas kepada
WP dengan
menggunakan tanda
terima

[

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Gambar 4.1. SOP Pelayanan Pembayaran PBB
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Untuk masalah dokumen, pencatatan, pemungutan dan prosedur kerja
dalam penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan sudah baik. Kegiatan yang
dilakukan oleh BAPENDA tersebut sudah disertai otorisasi agar penyimpangan
dalam pemungutan paak bumi dan bangunan tidak terjadi. Pada standar
operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan, hasil ketikannya tersebut
di periksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Oleh
Badan Pendapatan Daerah dapat di kategorikan sudah cukup baik.
4.2.1.4. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem
pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manaemen
Objek Pgjak (SISMOP). SISMIOP adalah aplikas yang membantu pemerintah
daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengel olaan PBB-
P2 dimana fungsionalitas yang dimiliki oleh aplikasi system informasi tata usaha
pajak bumi dan bangunan adalah seluruh fungsionalitas yang ada pada aplikasi
SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pgjak (DJP). Dari sistem ini
mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrass PBB yang meliputi
kegiatan-kegiatan (proses bisnis) yaitu : kegiatan pendataan, penilaian, penagihan,
penerimaan dan pelayanan.

Dari system ini bisa digunakan mendapat informasi wajib pagjak yang
sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutangnya
Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi
untuk melakukan rangkaian penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan. Dalam hal

ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah menerapkan sistem
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informasi dan komunikasi yang baik dan memadai. Namun terkadang masih
terkendala dengan masalah pada jaringan system online yang akan menghambat
kegiatan operasinya.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan
informasi  yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat
dilakukan dengan sistem akuntans dengan menerapkan sistem informasi
akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik double
entry yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel.
Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan
dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk
dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.
4.2.1.5. Pemantauan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pemantauan
dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantaun dilaksanakan
oleh petugas untuk melakukan pegawasan dimana pegawai ditunjuk langsung
untuk melakukan kegiatan perjalan dinas untuk memantau kecamatan yang
memerlukan bantuan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan
juga pengendalian internal pagjak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat agar supaya mengoptimalkan penerimaan
daerah, khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Banguna Sektor Perdesaan
dan Perkotaan. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya
pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewgiban melakukan

pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Badan Pendapatn
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Daerah Kabupaten Langkat serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian
terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang
berlaku. Dalam ha ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah
mel aksanakan pemantauan dengan baik.
4.2.2.Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarkan wawancara dan pengumpulan data. Untuk mengantisipasi
kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, upaya-
upaya yang dilakukan BAPENDA adalah sebagai berikut:
1) Menjain hubungan baik dengan wajib paak serta memberikan
pelayanan prima.
2) Meéakukan pendataan dan penilaian ulang.
3) Melakukan kenaikan kelas tanah tiap meternya.
4) Melakukan perjalanan dinas untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan-
kecamatan yang membutuhkan.
5) Melakukan pertemuan dan rapat dengan perwakilan seluruh kecamatan

yang ada di Kabupaten Langkat.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah berjalan dengan baik atau
dapat dikatakan sudah efektiv dalam kegiatan penerimaan Pgjak Bumi dan
Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan, karena telah mengandung system
pengendalian yang memadai dan telah mengacu pada unsur-unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60
Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah.

Meskipun sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat telah berjalan dengan baik, namun terkadang masih ada
kendala yang terjadi pada unsur informasi dan komunikasi seperti masalah
jaringan yang dapat menghambat operasional kantor. Dan juga dari Sisi unsur
lingkungan pengendalian belum adanya apresiasi dalam bentuk penghargaan yang
diberikan kepada para pegawai yang memiki kinerja baik agar termotivasi untuk
bekerja lebih baik.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah Badan Pendapatan
Dearah Kabupaten Langkat hendaknya terus berupaya untuk lebih baik lagi dalam
mempertahankan serta mengembangkan Sistem Pengendalian Intern agar system

yang telah terselenggara denagn baik ini tidak hanya efektif namun juga mampu
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mencapal target yang telah ditentukan sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat sekiranya memberikan himbauan kepada wajib pajak apabila
terjadi keterlambatan pembayaran pgjak serta melakukan pendataan terhadap
wajib pajak baru dan lama agar tidak terjadinya penurunan khususnya penerimaan

pajak bumi dan bangunan.
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Staf Penetapan, Operatur Konsul Bagian PBB

Waktu

Tempat

: Senin, 5 Juli 2021

: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana system

pengendalian inten yang

dilakukan BAPENDA Langkat

pada penerimaan PBB ?

Sistemnya menggunakan aplikasi SISMIOP  ( Sistem

Manajemen Informasi Objek Pajak ).

2 Apakah jabatan yang diduduki | Telah sesuai, BAPENDA Langkat mengutus stafnya
staf terkait pengelolaan PBB | untuk melakukan Pendidikan di STAN untuk mendalami
telah sesuai dengan kompetensi | ilmu bidang PBB. Sehingga untuk SDM telah
yang dimiliki ? mencukupi dan berpengalaman di bidangnya.

3 Bagamaina cara BAPENDA | Dimula dengan penetapan tujuan BAPENDA Langkat

Langkat menilai resiko yang ada

?

yaitu senantiasa tercapainya target penrimaan pajak dan

mampu  mendukung  pembiayaan  pembangunan
Kabupaten Langkat. Yang kedua dengan melakukan
identifikasi resiko untuk mengenali resiko dari eksternal
maupun internal. Dan yang terakhir malakukan analisis
resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah
di identifikasi. Hal yang dilakukan oleh BAPENDA
Langkat yaitu mengadakan Pendidikan kepada pegawai,
membuat laporan kinerja, melakukan sosialisasi, dan

rapat dengan perwakilan seluruh kecamatan yang ada di




Langkat.

Pemantauan apa yang dilakukan

BAPENDA Langkat untuk

mengoptimal penerimaan PBB ?

Mengundang setiap koordinator camat yang ada di 23

kecamatan untuk melakukan rapat bersama dan juga

melakukan perjalanan dinas dalam daerah untuk

memantau kecamatan yang membutuhkan BAPENDA

Langkat.

Bagaimana proses pemungutan

PBB ?

Proses pemungutan PBB telah tercantum dalam SOP

Prosedur Pelayanan Pembayaran PBB.

Didalam proses penerimaan
pajak, adakah faktor-faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya

target realisasi pajak ?

Factor-faktor penyebabnya:

1

5.

Kurangnya kesadaran wajib pgak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan.

Kurangnya penyampaian kepada wajib pgjak
terhadap NJOP yang naik setiap 3 tahun sekali.
Adanya salah nama, alamat, dan luas pada SPPT
sehingga wajib pajak tidak mau membayar.

Di dalam SPPT PBB terdapat dua nama dalam satu
SPPT.

Meningkatnyatarget yang ingin di capai.

Upaya seperti apa yang
dilakukan ~ BPPRD  dalam
mengatasi masal ah-masalah
tersebut ?

Upayayang dilakukan BAPENDA LANGKAT :

1

Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak dan
memberikan pelayanan yang prima.

Melakukan pendataan dan penilaian ulang.
Melaukan perjalanan dinas untuk melakukan
sosiadlisasi ke kecamatan yang membutuhkan.

Melakukan kenaikan kelas tanah tiap meternya.
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Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Sknpsi © Amalisis Kontnibusi  Pajak  Bumi dan Bangunan  Terhadap

Pemdapatan Asli Dacrah Kabupaten Langkat
Dosen Pembimbing : WL Janur, SE., MM, M.SI
Dengan demikian di iznkan menulis Proposal / Skripsa dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal’ Skapsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSL.

2, Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandal dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

3 Proyek Proposal / Skripsi dimyatakan * BATAL * bila fidak sclesad schelum Masa
[aluarsa tanggal : 01 Maret 2022

Wassalarm 'alaikum Warahmandiahi Wabarakan.

Datetapkan di : Medun
Pada Tanggal 17 Raj 42
01 Maret 2021 M

Jembusan :
1. Pertinggal .

. o - Snudi
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Memohon kepada Fapak itk pembiatan in Penelition sehagai syarat untok merperoleh data dan
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jadan Kapten Mukhtar Dasn Mo ) Medan 20238 Telp. (06 1T) G823301, Fax (061) H2B4TY
Webeaitn | WD MW umLu A i Eenail | rekconEumisy. ac id

T Nomor - 402711 3-AU/UMSU-08/F/2021 Medan, 17 Rajub 1442 1
Lampiran : 01 Maret 2021 M
Perthal - lein Risct

Kepada Yth.
Bapak/Tbu Pimpinan
BAPPEDA Kabupaten Langkat
Jin. T Amir Hamezah no. 1 Staban
di-

Tempat

Azsalamiualakum Warghmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormmat, sehubungan mahosiswa kami akon menvelespikan studi, unk i kami
memohon kesedizan Bapak | by sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa
kami melakukan riset di Perusahaan / Instans yang Bapak | Ibu pimpin, guna untuk penyusunan
sknpsi yang merupakan salah st persyaratan dalam menvelesaikan Program Studi Strata Satu |
8-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadivah Sumatcra
Uars tersebut adalah:

Nama : Putn Svafima Erwina
Npm S1TO5170170
Program Studi @ Akuntansi

Semester : W { Delapany

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Ashi
Daerah Kabupaten Langkat

Demikianlah surat kami i, atas perhation dan kerjasama vang Bapak / Ibu benkan  kami
ucapkan terima kasih,

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarak atuh

1. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntans: - Program Studi EP
Abreditazi B : Program Studs Dl Manajemen Perpapkan



] PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
> <% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ji. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
TelpJFax : 081 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmai.com
Website : http:fbappeds. langkatkab.go.id

Ho.: 070- o [BPP-LKT/2021
Badan Perencansan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, satelah membaca dan
memperhatikan sural darl Universitas Muhammadivah Sumatera Wara Fakultas Ekonomi dan
Bisnis nomor: 402/11.3-AUFUMSU-D5/F/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Rekormendasi/izin

Fenelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan
Peneditian diberkan kepada :

Mama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
NPM 1 1705170170
Alamat i JI. Letjen R. Suprapto Stabat
m:ﬁmrﬂtm vk Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Peneliti ¢ “Analisis
Asff Daeraf Kabupaten Langkat”™

_ Pendapatan
Daerah Penalitian ~ : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian ~ : Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Lamanya § éét-’?ﬂ Bulan
Pengikut/peserta ; iri
Penanggung Jawab  : Dekan Fakultas Ekonomi dan Blsnls UMSU

Dengan ketentuan sebagal berikut :

L. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan
kedatangannya kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat.

2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku o Kaupaten Langkat,

3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindar perbuatan
lizanftulisan maupun lukisan yama dapat melukai atau meminggung perasaan atau

menghina Agama, Bangsa dan Megara,
. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penekitian.

. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwafibkan melapor
kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat,

. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setefah Penelitian, agar melaporkan hastinya kepada
Bupati Langkat cfq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Langkat di Stabat,

Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaky apabila teryata pemegang
surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas,

b

7

Demikian Surak Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan kepada yang bersangkwtan supava dapat diberi hantuan yang berhubungan
dengan Penelitian yang dilaksanakan,

Bersedia memenuhi ketentuan butir L sfd 7.

Dikeluarkandi - Stabat
Pada Tanggal Y Maret 2021

Pemegang Izin Penelitian

@, .

PUTRI SYAFIRA ERWINA

1. 5dr. Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat o Tempat;
2 m.mm&nmmmwwwmm
3. Pertinggal




PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507STABAT KODE POS 20814

Stabat, 2¢ April 2021

Kepada
Nomor : 970 - 558 / BP [ 2021 Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan
Sifat  : Penting Bisnis Universitas Muhamadiyah
Lamp : - Sumatera Utara { UMSU )
Hal : Izin Penelitian
di -
Tempat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat,setelah membaca
surat Rekomendasi/lzin Penelitian dari Bappeda yang tembusannya
disampaikan kepada kami tentang izin Penelitian terhadap ;

- Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
- NPM ¢ 1705170170
- Alamat : ). Letjen R. Suprapte Stabat

- Pekerjaan  : Mahasisiwi
- Judul Skripsi : ™ Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
| Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Langkat ™
Berkenaan dengan hal tersebut diatas.bahwa pihak kami tidak
merasa keberatan dan member izin kepada Mahasiswi saudara untuk
| melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat sepanjang yang bersangkutan mematuhi Peraturan
dan tata tertib yang berlaku.
Demikian disampaikan atas kerja sama vang balk kami ucapkan

terima kasih.

~-NIP.19660924 198603 2 003

Tembusan .
- Bupati Langkat sebagal laporan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL Kapt. Muchtar Basei No. 3 8 (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSE

Pada hari ini Rebw, 85 April 2021 telah disclenggarakan seminar Program Studi Akuntansi

L3
An H.-si

menerangkan hahwa :
Nama : Puiri Spafira Erwing
NPM. 1 1705170170
Tempat / TghLahir  : Stabat, 30 Desember 1999
Alamat Rumsh : Jin. Letjen R. Suprapio Stabat

Proposal oo Jeomtrrtmrs Pasek Bumt-Hen
- mum mrn.n Pislamtany

o ket * PANGUNAN PERDELMN PAN PERKOTAN (PBB-P2) PADA
Disctujoi / ik disetujul *) St penametan B SAERAR KARITEN LANGRST
liem Komentar /
L
' = Lotee beoking don ldatbpinas Matalel wath falob
Bab | —
| Bab 11
B e S
L7, I FPRR— meiinbobosdidassaiiinncarihitnsstaestondoiobimetn o ansiniod sbi susia
[hesimpulan | Perbaikan Minos Seminar Ulang
Perbaikan Mayor
o Medan, o5 Apeil 2021
TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIY AH
@ UNIVERSITAS MUHAMMADIY AH SUMATERA UTARA
i Ji. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel (061) 6624567 Ext: 304 Medaa 120038

PENGESAHAN PROPOSAL
Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang disclenggarakan pads hari Rabw, &5
April 2020 mencranghan bahwa:

Nama : Putri Syafira Erwina

NPM 1705170170

Tempat / Tgl Lahir : Stabat, 30 Desember 1999

Alamat Rumah : Jln. Letjen R. Suprapto Stabat

Judul Propasal  Artaie Roerrves Papek Homi e Bampusr) Frehaden Prdemeinn A
mm'm % ﬁm Hm (Foa-pr) Faja
gy Pe oot s Tt H RARUaTEN LANERAT -

Proposal dinystakan wah  den memenubi Syarmi uniuk meoulls Schripsi denpan

Medan, 05 April 2021

B3

Fitriani Saragih SEM.Si’ Lulia Hanem SE,M.Si

-
M:H.. MSi Elizar gf_’%;a

/

TIM SEMINAR

Diketabui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Ms Aaian apten Mukhasr Bawn Mo, ) Medan I0258 Telp. (081) 623307 Fan (081) BE254T4
Webaite | Mg tewaumiuac i Eml C relionBumeu s

EY:
W

=
0
*n.
41

r

gl 1L e

T Nomer 0S2AL3-AUUMS U8 F/2021 Medan, 17 Muhamram 1443 H
Lamp. L. 2o Agustus 2021 M
Hal . Menvelesaikan Riset
Kepada Yih

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Lang kat
Jsi. T. Imam Boajol Mo, 1 Stabat

-

Tempat

Aszalaniualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswai kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan
bapakibu untuk memberikan  kesempatin  pada  mahasiswa kami melakukon mset di
perusahsan’instanst vang bapak/ibu pimpin, guna untuk mefanjorkan Penyusunan /7 Penulisan
Skripsi pada Bab IV - ¥V, dan setelah ity mohasiswa yang bersangkutan mendopatkan surat
keterangan telah selesai niset dan perusahaon vang bapakfibu pimpin, yang menpakan salah satu
persvaratan dalam penyelesaion progrmm studi Strata Sata ( 51 ) di Fakultas Ekomomi Dan
Bismiz Universitas Muhammadivah Sumatera Utara,

Adapun mahasiswai di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadivah Sumatera

Urara tersebut adalah:

Mama : Putri Syafira Erwina
NPM S1TOS 170070
Semester : VI Delapan)

Program Studi  © Akuntansi

Judul Sknipsi - Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotoan (PEB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Long kot

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kefjasama yang Bapak/dbu berikan, Bami ucapkan
terima kasih,

Wassalamu “alaikum Warahmatullahi Waharakatuh

e

I SE., MM, MLSi

CeFile

Akreditssi & : Program Studi Manapmen - Studi Akunlansi - Program Studi EP
MII:MMMMPM



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507STABAT KODE POS 20814

SURAT KETERANGAN
Nomor: 970- 168 / Bapenda / 2021

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Mama : Dra. MULIANI S:
NIP + 19660924 193603 2 003
Pangkat / Gol  : Pembina Utama Muda [ {IV/e)

Jabatan + Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA

MNPM (1705170170

ProgramStudy  : Akuntansi
Judul : " Analisis Sisitem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”

2 Benar telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian dan telah mendapat Data dan
Informasi lainnya di Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Langkat.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

I’emhna Utama Muda
NIP. 19660924 198503 2 003

Tembusan : ¥
1. Dekan Fakultss Ekonomi dan Bisnis di tempat

2. Tertingpal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama

Npm

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Anak Ke

Alamat

No. Telepone

Email

DATA ORANG TUA
NamaAyah
Pekerjaan

Nama Ibu

Pekerjaan

Alamat

No. Telepone

DATA PENDIDIKAN FORMAL

: Putri SyafiraErwina

: 1705170170

: Stabat, 30 Desember 1999

. Perempuan

s Islam

: Indonesia

: 4 dari 4 Bersaudara

- J. R. Suprapto No.19 Stabat
: 085261993800

: Putrisyafira336@gmail.com

: Drs. Erwin Ardrianto, M.Pd
: Pensiunan PNS
. Almh. Syafrida, BA

. J. R Suprapto No.19 Stabat

: 085270750962

1. SD Swasta Cahaya Kasih Stabat Tahun 2005 — 2011

2. SMP Negeri 1 Stabat Tahun 2011 — 2014

3. SMA Negeri 1 Stabat Tahun 2014 — 2017

4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Tahun 2017- 2021
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